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KEPALA DINAS PENrlrrlIKA" 
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NOMOR | &Z.Zt 5 g2J.Kep./Ilikbudtt0t 6

Tertang I

fernbelaa Ijin Operasional Kepada SMK I{PIB Tar{uogsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten
S-wnedang untuk Operasional Porrbelajaran SMK YPIB Tanjungsari ai Kecama:tan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang tahun pelajaran ZArc I 2CI17.

Menimbang

KEPAIJI IIINAS PENI}II}IKAN NAIY KEBUDAYAAN
KABUTATEN SUMEI}ANG

: 1. bahwa Pedidikan adalah tanggmg jawab Ketuarga, lvfasyaraka!
dan Pemerintah ;

2. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat daram
pelaksanaan Pemerataan Pendidikan Yayasan pendidikan hnam
Bonjol Kabupaten sumedang telah mengusahakan ljin operasional
SMK Y?IB Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupateu
Sumedang;

3. bahwa semua persyaratan untuk Ijin @rasional dan pembukaan
Sekolah tersebut di atas telah dipenuhi;

4. bahwa berhubungan kutipan a,b,c di atas maka uatuk membina
kegratan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupten Sumdang
dipandang perlu menetaplun keputusan Kepala Dinas pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tentang penoberian Ijin
Operasional Kepada SMK YPIB Tanjungsari Kecamatan
Tar{ungsari Kabupaten Sumedang tahun pelajaran ZCIl6 lh0l7 .

: 1. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan l,ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. undang-undaag nomor 23 Tatrun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indouesia T ahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaxatr Negara Republik Indonesia Nomor 55BT)
sebagaimana telatr diubatr beberapa kali, t€rakhir dengnn undang-
undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang perubahan Kedua atas
undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peinerintahan
Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor
58, tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintatran (r,embaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2014
Nomor 292, Tarubahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintatr Nomor 19 Tahun 2005 tentang staudar
Nasional Pendidikan (I-embaran Negara Republik Indonesia Talrun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a496);

Mengingat



5. Peratrran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2A07 ftntangPembagian
Urusan PemerinAtran Antara PemerintalU Pemerintahan Daffah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupten/trfuta (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tanrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB\;

6. Peraarran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang lVqiib Belajar
Pendidikan hsar (kmbaran Negara Republik Indonesian Tahun
2008 Nomor 90, Tarubahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendauaan
Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahrm 2008
Nomor 91, Tambalnn I*mbaran Negara Repubtik lndonesia Nomor
4864);

8. Peraturan Pernerfutah Nomor 17 Tatlrn 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahrm 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaraa Negara
Republik krdonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahrm 2010 tentang perubahan Cas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyeleaggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahm 2010 Nomor 112, Tanrbahan Lembaran Negnra
Republik Iadonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Merteri Pendidikan Nasional Nomor 050ru/2002 teotang
f;edoman Pendirian Sekolalg

10. Peraturan h,Ienteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetenoi Lulusan untuk Saalan Pendidikan
Dasar rraoMenengah;

I l. Peraturan Meateri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standff Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/
tv{adrasah Ibtidaiyah (SD1}v{D, Sekolah ntvlenengah
Pertama/Ivladrasah Tsanawiyah (SMP/l\dts), dan Sekolah Meneugah
Atasllt admsah Aliyah (SMA/IvIA);

13. Peraturm Mentsri Pendidikan Nasional Nonror 50 Tahrm 2007
tentang Stsndar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerinrah Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioual Nomor 40 Tahun 2008
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah
Kej unrr /Irdadrasah Aliyah Kej uruan (SMKiIvIAK);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008
teffang Kriteria dan Peringkat Akreditasi $ekolah Mergah Aasl
Madrasah Aliyah (SMA[rdA);

16. Peraturan l{ent€ri Pendidikan Nasional Nomor 13 ta}nrn 2009
tentarg Kriteria dan Perangkat Alredita$i Sekolah Menengah
Kejuruanllr{adrasah Aliyah (SMI{/Iv1AK);

17. Peraturan Menteri Pendidikaa Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentarg stardar pelayauan Minimal pendidilon Dasar di
Kabupatcn/trfuta;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendiriarl Perubalran dau Perurtupan $atuan
pendidikan Dasar dan Menengah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahrm 2008 teatang
Penyelenggaman Pendidikan (Iemhran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 7 Seri EI
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20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor l0 tabun 200g tentang
urusan Pemerinahan provinsi Jawa Barat ( Lembara Daerah ratrun
2008 Nomor 9 seri D, Tambarran Iembaran Daerah Nomor 46);

21. Keprtusan Bupati sumedang Nomor 49 tahun 2@l tentang
Pelimpahan sebagian wewensngm Bupati pada Diras pendidikan
Kabupaten Sumedang.

MENETAPKAN

Pertama

I(edua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

P_emberian liin Operasional kepada SMK y?IB Tanjungsari
Kecamatan Taqiurysari Kabupatffi Sumedaug tahun #"jrr""
2016/2A77;
Menugskao kepada Kepala Bidang pendidikan Menengah Dinas
Pendidikan ho Kebudayaan Kabupaten Surcdang untuk
melaksarakan pembinaan demi kelancaran pe,nyelenggaraan sekolah
tersebut pada dilffim pertama;
rlal-hal yang ternyara beluno atau tidak dianr dalaxn keputusan ini alran
diatur dalam kepufisan tersendiri;
Ke'putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapr€n dengpn catatan
bahwa apabile di kmudian hari terdapat kekelinran daram penetapan
ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

t

Dikeluarkan di : S U ME D A N G
PadaTanggal : el Desember2016

Pembina Utasra Muda
NIP. 19660516 19809 1001

Tembusen:
L Yttr Brrpoti Sumedang;
2. Yth- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jaqa Bsret.

IKANDAI{ KEB{,]DAYAAN


